
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

fenimbang .4.

Iengingat

b.

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa perencanaan Program Legislasi Daerah

merupakan kewenangan yang disesuaikan dengan

kebutuhan masing-masing satuan kerja perangkat

daerah;

bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, telah diamanatkan dalam Pasal Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perund ang-Undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan peraturan bupati tentang program

pembentukan produk hukum daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun L945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagran Timur,

Kabupaten Seram Bagran Barat dan Kabupaten

Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a350);

Undang-Undang nomor L2 Tahun 2OLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1

Nomor S2,Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

c.

: 1.

2.

3.



fenetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor

S8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM LEGISLASI

DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l- Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
S- Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
{- Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Keda Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5- Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
([ Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaa.n pembentukan

Produk Hukum Daerah yang disusun terencana terpadu dan sistematis.
T- Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum berbentuk Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan.
& Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk

oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan persetujuan bersama
Bupati.

9. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
tO. Keputusan Bupati adalah penetapan pelaksanaan Perd.a dan/atau

kebijakan Bupati dalarn penyelenggErraan otonomi Daerah.



r1.

12.

Penetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan

atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersifat konkrit, individual, dan linal yang menimbulkan akibat hukum
bagr seseorang dan badan hukum perdata.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

TUJUAN

Pasal 2

?trjuan disusunnya Peraturan Bupati
fierja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

lang akan direncanakan Satuan Ke{a
Eepulauan Aru.

ini adalah sebagai pedoman Satuan

menJrusun Program Legislasi Daerah

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten

BAB II
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk Hukum Daerah terdiri atas:

.- Peraturan Daerah;

b. Peraturan Bupati; dan
c- Keputusan Bupati.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanan Pen5rusunan

Pasal 4

E) Perencanaan penJrusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:

a. pen5rusunan judul Produk Hukum Daerah yang dibutuhkan Satuan

Perangkat , Daerah (SKPD) dalam 1 (satu) tahun Anggaran

berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan
b. pen5rusunan judul Produk Hukum Daerah yang dibutuhkan Satuan

Perangkat Daerah (SKPD) dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.



pl

FI

Pen5rusunan judut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun

apabila ada perintah Peraturan Pemndang-Undangan dan kondisi di

Daerah yang memerlukan suatu dasar hukum.

Bagran Kedua

Tata Cara Pen5rusunan

Pasal 5

Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) membentuk Tim guna menJrusun

Program Legislasi Daerah yang dibutuhkan Satuan Perangkat Daerah

(SKPD) yang dapat melibatkan seluruh komponen Satuan Perangkat

Daerah (SKPD).

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 6

Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) menetapkan Keputusan Kepala

Satuan Perangkat Daerah (SKPD) tentang Program Legislasi Daerah

paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

Aru tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diundangkan.

Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengajuan Keputusan

Bupati tentang PA/KPA, Bendahara, Pengurus dan Penyimpan Barang.

Contoh Keputusan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagran tak terpisahkan

dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERUBAHAN

Pasal 7

Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengubah Keputusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila terjadi perubahan

rencana kegiatan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan adanya perintah

Peraturan Perundang-Undangan.

Pembahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilaporka:r kepada Bupati, dengan tembusan Bagran Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 17 Juti 2OtT

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

gkan di Dobo

tanggal 17 Juli ZO|Z

ARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

DJUMPA

A DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2OI7 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN H M DAN HAM,

ttd

NO\ry EDWIN M. SOLISSA



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR TAHUN

TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD

KEPUTUSAN KEPALA..... (NAMA SKPD)

NoMoR: 188/ IKE,P /.....(KoDE SKPD)/....

TENTANG

(NAMA SKPD)

KEPALA SKPD,

fenimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pembentukan produk

hukum pada .... (nama SKPD) perlu menetapkan Keputusan

(kepala SKPD) tentang program pembentukan produk

hukum .... (sebutkan nama SKPD) Tahun ...

fengingat : l.

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15

. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

3.

4.



Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor ...

Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran ... ;

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor ...

Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan

Aru Tahun Anggaran .... ;

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor

Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Henetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD) TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH ....

(NAMA SKPD) TAHUN 2017.

f,ESATU Menetapkan Program Pembentukan Produk Hukum .... (Nama

SKPD) Tahun.... sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo

Pada tanggal

KEPALA SKPD

NAMA

Pangkat

NIP

5.

6.

7.

f,EDUA



I

i

I

l

LAMPIRAN KEPUTUSAN ..... (KEPAL,A SKPD)

NoMoR : 188/ IKEP/4/.....(KODE SKPD)/....

TANGGAL:

PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISI.,ASI DAERAH (SKPD)

KEPALA SKPD,

NAMA

Pangkat

NIP

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Judul Produk Hukum


